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ABSTRAK 
SYUKRANAH YUSUF  (B12112115) Tinjauan Hukum terhadap 
Pelaksanaan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar (dibimbing 
oleh H. M. Djafar Saidi dan Muh. Hasrul).  
 Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran 
objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten  
Polewali Mandar apakah telah sesuai atau tidak dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menjadi penghambat dan upaya peningkatan pada 
pelaksanaan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kajian 
empiris dengan penekanan pada pendekatan yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan metode penelitian analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran 
Objek PBBP2 di Kabupaten Polewali Mandar sudah mengikuti prosedur 
sesuai dengan aturan yang ada dan sudah sesuai pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang mana dalam kegiatannya 
meliputi: Penentuan Objek PBBP2 (Pendaftaran dan pendataan Pajak, 
dan Penetapan Pajak), Pengenaan tarif PBBP2, Pemungutan PBBP2, 
Surat tagihan PBBP2, Pembayaran dan Penagihan PBBP2, Keberatan 
dan Banding PBBP2, dan Kadaluwarsa PBBP2. Dan Faktor-faktor 
Penghambat pelaksanaan pendaftaran Objek PBBP2 di Kabupaten 
Polewali Mandar yaitu Sulitnya akses untuk pendataan wajib pajak, 
Kesalahan perhitungan dan pengurangan pembayaran, Tarif yang terlalu 
besar, Ada tunggakan-tunggakan yang terjadi, Masyarakat belum 
memahami fungsi pajak, dan Terbatasnya sarana dan prasarana. Adapun 
upaya peningkatan pelaksanaan pendaftaran Objek PBBP2 di Kabupaten 
Polewali Mandar yaitu cara intensifikasi dan cara ekstensifikasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan 
dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini 
penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya 
setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus 
meningkat. Demikian penting pajak bagi negara, maka pemungutannya 
didasarkan pada Pasal 23A, Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan Negara di atur dengan Undang-undang.1 
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.2 
Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk 
                                                          
1 Lihat Pasal 23A, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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memungut pajak (taxing  power). Setidaknya ada empat perubahan 
fundamental  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut, yaitu:3 
1. Mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari 
open-list  system  menjadi closed-list  system. 
2. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui 
perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan  
jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian 
diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif 
maksimum dan minimum yang ditentukan. 
3. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi 
daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada 
kabupaten/kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah 
tertentu. 
4. Meningkatkan  efektivitas  pengawasan  pungutan  daerah  
dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif 
menjadi sistem preventif dan korektif. 
Pajak juga merupakan alat bagi pemerintah daerah Kabupaten 
Kota Polewali Mandar dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan 
penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 
masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan 
nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu 
mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan 
                                                          
3http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2.pdf, di 
akses pada tanggal 11 Mei 2015, Pukul 19.35 WITA. 
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masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun 
dalam bidang sosial dan ekonomi.4 
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  
atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, 
dengan   tidak   mendapatkan   imbalan secara   langsung   dan 
digunakan   untuk   keperluan   Daerah   bagi   sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.5 Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan 
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan 
yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan 
daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 
pelayanan umum. 
Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam 
APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea 
masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya 
untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya 
merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini adalah nilai jual 
objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pungutan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Polewali 
                                                          
4Mardiasmo. Perpajakan. Penerbit Andi : Yogyakarta. 2003, Hal 37 
5 Lihat Angka 4 Ketentuan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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Mandar dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-
undang yaitu bagi Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah 
Pusat. 
Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah 
adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). 
PPBP2 yang sebelumnya merupakan pajak  pusat,  dialihkan  menjadi 
pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan: 
1. Secara  konseptual  PBBP2  dapat  dipungut  oleh  daerah karena 
lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah 
(immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan 
yang menikmati hasil pajak tersebut.  
2. Pengalihan PBBP2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan 
PAD dan memperbaiki struktur APBD. 
3. Pengalihan PBBP2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaannya. 
4. Berdasarkan praktek di banyak negara, PBBP2 termasuk dalam 
jenis local tax. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten atau Kota,sehingga    
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berwenang memungut Pajak 
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Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah, yaitu di atur pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum 
dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi    
dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, 
penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu 
dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Nomor 9 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian 
hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. 
Menurut Chaizi Nasuha6 menyatakan bahwa intensif tidaknya 
pemungutan pajak (Self Assessment) dapat diukur melalui tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, 
dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek 
psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada 
sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai 
penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai 
                                                          
6 ChaiziNasucha. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Penerbit PT Gramedia 
Widiasarana: Jakarta. 2004, Hal 2 
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sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Wajib 
pajak merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata  
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat  atas  
bumi dan/atau memiliki menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas 
bangunan. 
Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana 
masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya 
terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menjadi 
kewajibannya.  
Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten 
Kota Polewali Mandar sering melakukan suatu teknik pemberian 
motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah 
dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang 
berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan dalam tahun Pajak berjalan. Namun 
berkaitan dengan hal tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukan di 
lapangan dan sudah menjadi rahasia umum. Seringkali kepala 
desa/lurah melunasi sendiri pajak bumi dan bangunan dari uang 
pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (sebelum batas akhir) 
yang disebabkan oleh terlambatnya wajib pajak dalam membayar 
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pajaknya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih rendah 
partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar.7 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
merupakan Pajak Daerah yang berpotensi untuk menyumbang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka untuk melakukan optimalisasi 
penerimaan tersebut, Dinas Perizinan dan Pendapatan Daerah di 
Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan pengolahan dan penilaian 
data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
dengan cara identifikasi/verifikasi/pengukuran objek pajak melalui 
penelitian atau pemeriksaan lapangan atas objek/subjek PBBP2 agar 
didapatkan data yang akurat dan terkini (update). Namun dalam 
pelaksanaannya pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Polewali Mandar masih belum 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaandan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 
tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan salah satunya dikarenakan masih rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan yang menjadi kewajibannya. 
                                                          
7http://www.liputan6.com/tag/mandardiakses pada tanggal 13 Januari 2015, Pukul 10:10 WITA. 
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Dari uraian fakta diatas mendorong penulis untuk meneliti 
mengenai.“Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pendaftaran 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Polewali Mandar” 
B. Rumusan Masalah  
Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Apakah pelaksanaan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar telah 
sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan solusi upaya 
peningkatan pada pelaksanaan pendaftaran objek pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Polewali 
Mandar? 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran objek pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar 
apakah telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan 
upaya peningkatan pada pelaksanaan pendaftaran objek pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten 
Polewali Mandar.  
D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis,  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Administrasi Negara, 
dalam hal pelaksanaan pendaftaran Objek Pajak.Hasil penelitian ini 
juga bermanfaat untuk menambah literatur bagi dunia akademis. 
2. Secara Praktis,  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan para 
pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang Hukum 
Administrasi Negara, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pendaftaran 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan, dan memberikan informasi 
kepada masyarakat Kabupaten Polewali Mandar tentang tata cara 
pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian umum Pajak 
Dalam mengelola keuangan negara dan daerah, pemerintah 
membuat suatu anggaran. Aggaran itu disebut sebagai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran untuk pemerintah daerah, baik 
daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.8 
Secara umum, Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) adalah suatu daftar/penjelasan secara rinci 
penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu 
yang umumnya 1 tahun. Sedangkan Pengertian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) adalah perkiraan besarnya rencana 
pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam 
masa akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur 
dan bentuk tertentu.9 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari 
                                                          
8 Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia. 2002. hal 17. 
9Ibid Bachrul Elmi, hal 18. 
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kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara 
langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 
untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.10 
Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan 
diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena 
itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di 
masyarakat. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagai 
dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu 
keadaan,kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan 
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 
timbal balik dari Negara secara langsung, yang bertujuan untuk 
memelihara kesejahteraan.11 
Pajak juga merupakan iuran wajib berupa uang atau barang 
yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna 
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut tidak tampak 
istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”, sisi 
lainnya yang berhubungan dengan kontrapretasi menekankan pada 
mewujudkan kotrapretasi itu diperlukan pajak.12 
                                                          
10http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak diakses pada tanggal 10 Mei 2015, pukul 13:54 
WITA 
11S.I djajadiningrat. Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit: Gramedia. Jakarta. 2013, hal. 1. 
12 Soeparman Soemahamidjaja. Pajak berdasarkan asas gotong royong. Penerbit: perpajakan  
Indonesia. Jakarta. 2013, hal 3   
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Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak 
bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap 
warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta 
terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak 
sebagaimana dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga 
yaitu:   
a. Progresif, yaitu memungut pajak dengan persentase meningkat 
sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. 
Dengan demikian secara relatif maupun absolut kelompok 
masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang 
besar. 
b. Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang makin 
menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin 
meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, 
maka dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolute 
jumlahnya lebih besar. 
c. Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentase yang sama 
pada setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif 
seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan persentase sama 
tetapi secara absolut kelompok berpendapatan tinggi dibebani 
pajak yang lebih besar. 
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Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai 
pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada 
anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal 
tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam 
Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan 
pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam 
melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha 
sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi 
dan misi Direktorat Jenderal Pajak.13 
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di 
Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan 
Pajak Daerah.14 
a. Pajak Pusat  
Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 
Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh 
Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian keuangan. 
Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak 
pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau 
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
                                                          
13 Ibid, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak diakses pada tanggal 10 Mei 2015, pukul 
13:54 WITA 
14 Ibid, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak diakses pada tanggal 10 Mei 2015, pukul 
13:54 WITA 
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(KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 
Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Pajak meliputi: 
1) Pajak Penghasilan (PPh).  
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi 
atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dalam suatu Tahun Pajak.  
Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka 
penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 
honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 
2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean 
(dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, 
maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 
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Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh 
Undang-undang PPN. 
3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).  
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang 
Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan 
PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah adalah: 
a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan 
pokok; atau 
b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau 
Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh 
masyarakat berpenghasilan tinggi; atau  
c) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; 
atau  
d) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral 
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. 
4) Bea Meterai.  
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas 
pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, 
serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang 
memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu 
sesuai dengan ketentuan. 
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b. Pajak Daerah  
Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi  
atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-
undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  
dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.15 
Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak 
derah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau 
Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh 
Pemerintah Daerah setempat. 
Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik 
Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:16 
1) Pajak Propinsi, meliputi: 
a) Pajak Kendaraan Bermotor;  
Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan  
bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan 
bermotor; 
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 
                                                          
15 Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
16 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
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perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 
yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah, 
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor adalah semua  
jenis bahan  bakar  cair  atau  gas  yang  digunakan  untuk 
kendaraan bermotor. 
d) Pajak Air Permukaan; 
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas penambilan 
dan/atau pemanfaatan air permukaan 
e) Pajak Rokok; 
Pajak Rokok adalah pungutan  atas  cukai  rokok  yang 
dipungut oleh Pemerintah 
2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi: 
a) Pajak Hotel; 
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan 
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
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b) Pajak Restoran; 
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran.Restoran adalah fasilitas penyedia 
makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, 
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
c) Pajak Hiburan; 
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 
dipungut bayaran. 
d) Pajak Reklame; 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau 
media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang dan jasa, orang, atau badan,yang dapat 
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum. 
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e) Penerangan Jalan; 
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 
dari sumber lain. 
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan  pengambilan  mineral  bukan  logam  dan  batuan, 
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 
untuk dimanfaatkan. 
g) Pajak Parkir; 
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak 
suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
h) Pajak Air Tanah; 
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat 
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 
tanah. 
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i) Pajak sarang Burung Walet; 
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
Burung Walet adalah satwa yang termasuk margacollocalia, 
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia 
esculanta, dan collocalia linch. 
j) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan; 
k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak 
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang 
pribadi atau Badan. 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan 
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
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Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  
Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   
2004   tentang   Pemerintahan   Daerah merupakan   bentuk   
reformasi   yang   terjadi   pada   level   pemerintah   
daerah.Reformasi   pada   tingkat   struktur   pemerintahan   dikenal   
dengan   kebijakan desentralisasi  dan pemungutan pemerintah  
daerah  disebut  dengan  otonomi daerah.17 
Bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi 
daerah salah satunya tentang pemungutan jenis pajak yang dahulu 
dikelola pemerintah pusat, sekarang diserahkan sepenuhnya 
kepada pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yang 
merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau 
pemanfaatan tanah dan atau bangunan dimana Pajak Bumi dan 
Bangunan merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh 
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.18 
dimana mulai sejak 1 Januari 2010, Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang 
Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait 
dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam 
jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 
                                                          
17 Darwin. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit: mitra wacana. Jakarta. 2010, Hal 221. 
18 Ibid, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak diakses pada tanggal 10 Mei 2015, pukul 
13:54 WITA 
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2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut 
oleh Pemerintah Pusat.  
Mulai sejak 1 januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan 
pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan 
masih tetap merupakan Pajak Pusat. 
 
B. Tinjauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
1. Kedudukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan  
Pajak Bumi dan Bangunan menurut Peraturan Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertambangan.19 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 
PBBP2 adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan 
yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan 
                                                          
19 Lihat Ketentuan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan. 
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, bahwa Selama ini 
PBBP2 merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh 
penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus pajak bumi 
dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi 
pajak daerah. Sedangkan pajak bumi dan bangunan sektor 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan 
pajak pusat. Dengan dijadikannya PBBP2 menjadi pajak daerah, 
maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai 
pendapatan asli daerah (PAD). 
Adapun Mengenai Retribusi Daerah Menurut Undang-
undang No. 28 Tahun 2009, terdapat penambahan 4 jenis retribusi 
daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara 
keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh 
daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu 
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan 
tertentu.20 
                                                          
20Marsono. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Djambatan: Jakarta. 1986. Hal. 7 
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a. Retribusi Tera Ulang. 
Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk 
membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat 
ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. 
Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang 
akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak 
merugikan masyarakat. 
b. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi. 
Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian 
daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara 
telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara 
telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan 
dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan 
kepastian. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak 
berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% 
dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi. 
b. Retribusi Pelayanan Pendidikan. 
Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar 
pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan 
menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian 
khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat 
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dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan 
pelatihan dimaksud. 
c. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan 
memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena 
selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah 
daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya 
dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin 
Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan 
pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana 
secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik. 
2. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
Subjek PBBP2 menurut Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
bumi,dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh 
manfaat atas bangunan. 
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Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud subjek 
pajak sebagaimana dimaksudkan diatas adalah terdiri dari 
orang atau badan yang:21 
1) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau 
bangunan: 
a) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja; 
b) Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan 
c) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan 
bangunan). 
2) Menguasai bumi dan atau bangunan: 
a) Menguasai bumi (tanah) saja; 
b) Menguasai bangunan saja; dan  
c) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan; 
3) Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan: 
a) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja; 
b) Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan 
c) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan 
Berdasarkan rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
subjek PBBP2 adalah: 
1) Pemilik; 
2) Pemegang kekuasaan; 
3) Penyewa atau sebagainya. 
                                                          
21 Mamesah. Sistem Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 
2007. Hal. 27 
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Subjek pajak sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak 
yang berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar 
PBBP2. Dalam hal ini disebut wajib pajak. 
Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya, 
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan oleh Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai 
Wajib Pajak. Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan  
keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan wajib 
pajak terhadap objek pajak dimaksud. Bila keterangan yang 
diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka Bupati membatalkan 
penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka  waktu  1  (satu)  
bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Bila 
keterangan yang diajukan itu tidak disetujui,maka Bupati 
mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-
alasannya. Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak  
tanggal diterimanya keterangan, Bupati tidak memberikan 
keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap 
disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai 
wajib pajak.22 
 
 
                                                          
22 Lihat Pasal 5, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 
menjadi Objek PBBP2 adalah bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 
Selanjutnya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menguraikan lebih lanjut 
mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBBP2 
adalah: 
1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu 
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan 
lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks 
bangunan tersebut; 
2) Jalan TOL; 
3) Kolam renang; 
4) Pagar mewah; 
5) Tempat olahraga; 
6) Galangan kapal dan dermaga; 
7) Taman mewah; 
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8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 
minyak; dan 
9) Menara. 
Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan 
daerah Kabupaten Kota Polewali Mandar atau berupaya dalam 
pelaksanaan pemungutan PBBP2 secara adil maka undang-
undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan 
untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. Yang dimaksud 
dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut 
nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk 
memudahkan penghitungan pajak terhutang. 
Dalam menentukan klasifikasi bumi dan bangunan, 
Menteri Keuangan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut:23 
1) Bumi/tanah: 
a) Letak; 
b) Peruntukan; 
c) Pemanfaatan; 
d) Kondisi; 
 
 
                                                          
23 Mardiasmo. Op.Cit. Hal. 271 
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2) Bangunan: 
a) Bahan yang digunakan; 
b) Rekayasa; 
c) Letak; 
d) Kondisi lingkungan dan lain-lain; 
Objek PBBP2 yang tidak dikenakan pajak berasarkan 
pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yaitu wajib pajak yang: 
1) Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 
2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan; 
3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau 
yang sejenis dengan itu; 
4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata 
,taman nasional, dan tanahnegara yang belum dibebani 
suatu hak; 
5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
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6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP) ditetapkan paling besar Rp.10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
 
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
a. Hak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
Adapun Hak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yaitu:24 
1) Menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
PBBP2 untuk setiap tahun pajak. 
2) Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan 
PBBP2 dalam hal Wajib Pajak meminta. 
3) Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan. 
4) Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 
PBBP2 dari Bank/Kantor Pos dan Giro Tempat 
Pembayaran PBBP2 yang tercantum pada SPPT, atau 
                                                          
24www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2015, Pukul 14:40 WITA. 
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5) Mendapatkan Resi/struk ATM/bukti pembayaran PBBP2 
lainnya (sebagai bukti pelunasan pembayaran PBBP2 
yang sah sebagai pengganti STTS) dalam hal 
pembayaran PBBP2 dilakukan melalui fasilitas 
ATM/fasilitas perbankan elektronik lainnya, atau 
6) Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari 
petugas pemungut PBBP2 Kelurahan/Desa yang ditunjuk 
resmi dalam hal pembayaran PBBP2 dilakukan melalui 
petugas pemungut PBBP2. 
b. Kewajiban Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan 
Adapun kewajiban Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 
yaitu:25 
1) Mengisi Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPOP) 
dengan jelas, benar dan lengkap, dan menyampaikan ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setempat, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 
2) Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan 
mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala 
Desa/Dinas Pendapatan Daerah untuk diteruskan ke KPP 
Pratama yang menerbitkan SPPT. 
                                                          
25www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2015, Pukul 14:40 WITA. 
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3) Melunasi PBBP2 pada Tempat Pembayaran PBBP2 yang 
telah ditentukan. 
 
B. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
1. Dasar Hukum Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
Adapun dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan yaitu: 
a. PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB. 
b. Keputusan Mentri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang 
Tata cara pendaftaran Objek Pajak PBB. 
c. Keputusan Mentri Keuangan No. 1003/KMK.04/1985 tentang 
penuntun klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar 
pengenaan PBB. 
d. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang 
tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang 
berwenang mengeluarkan Surat Paksa. 
e. Keputusan Mentri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang 
pelimpahan Wewenang penagihan PBB kepada Gubernur 
Kepala Daerah TK I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala 
Daerah TK II. 
f. Peraturan Pelaksana Lainnya berupa: 
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1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 
3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 
tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 
4) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
5) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan 
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Tambahan Tugas Pokok dan Fungsi/Uraian 
Tugas Bidang Dana Perimbangan dan Bidang 
Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan dan 
Perizinan Kabupaten Polewali Mandar 
Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang 
terakhir adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan-
perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan ketentuan yang 
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mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem 
pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, 
kewajiban, dan peran serta Wajib Pajak untuk secara 
langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 
yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 
nasional. 
b. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai 
pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada 
Wajib Pajak sendiri.  
c. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, 
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
Adapun dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan yaitu: 
a. UU No. 6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 
2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. 
b. UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
c. PP No. 74 tahun 1998 tentang Nilai Jual Kena Pajak. 
d. Keputusan Menteri Keuangan No. 523 /KMK.01/1998 tentang 
Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak. 
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e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Individual. 
f. Keputusan direktur Jenderal pajak No.533 / PJ / 2000 tentang 
Petunjuk Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian 
Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka 
pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem 
Manajemen Informasi Objek Pajak. 
g. Peraturan Pelaksana Lainnya berupa: 
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 
3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 
tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 
4) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
5) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan 
Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Tambahan Tugas Pokok dan Fungsi/Uraian 
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Tugas Bidang Dana Perimbangan dan Bidang 
Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan dan 
Perizinan Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Syarat-syarat Pendaftaran Objek Pajak Perdesaan dan 
Perkotaan 
Pendaftaran objek PBBP2 dilakukan oleh subjek pajak 
dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, 
benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan oleh 
Bupati kemudian dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang 
bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan 
pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung 
seperti:26 
a. Denah objek pajak; 
b. Fotokopi KTP dan NPWP; 
c. Fotokopi sertifikat tanah; 
d. Fotokopi akta jual beli; 
e. Bukti pendukung lainnya. 
Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor 
Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui 
teknologi internet dengan mencetak langsung dari 
www.pajak.go.id. 
 
                                                          
26www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2015, Pukul 14:40 WITA. 
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3. Kewajiban Mendaftar Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
Adapun kewajiban mendaftarkan objek pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah:27 
a. Mendaftarkan Objek Pajak dengan cara mengisi SPOP. 
b. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap:  
1) Jelas berarti dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan 
salah tafsir;  
2) Benar berarti data yang diisi sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya;  
3) Lengkap berarti terisi semua dan ditanda tangani serta 
dilampiri surat kuasa khusus bagi yang dikuasakan. 
c. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi WP ke KPP 
Pratama atau KP2KP setempat selambat-lambatnya 30 hari 
setelah formulir SPOP diterima. 
d. Melaporkan perubahan data Objek Pajak/WP ke KPP Pratama 
atau KP2KP setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai 
perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya. 
 
 
 
                                                          
27Ibid. 
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C. Tinjauan tentang Unit Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar 
Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan sub divisi dari dinas 
pendapatan dan perizinan Kabupaten Polewali Mandar yakni bidang 
Pelayanan dan Perizinan yang mempunyai peranan salah satunya 
adalah sebagai pelaksana pengolahan dan penilaian data Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta meningkatkan 
penerimaan Pajak dan  melayani permintaan Wajib Pajak dalam 
pengurusan data Objek dan Subjek Pajak di wilayah Kabupaten 
Polewali Mandar. 
1. Visi-misi Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten 
Polewali Mandar28 
a. Visi yaitu terwujudnya pengelolaan pendapatan yang 
profesional dan layanan perizinan yang bersih melayani. 
b. Misi yaitu: 
1) Mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah. 
2) Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang 
profesional. 
3) Mengoptimalkan sumber-sumber daya organisasi. 
 
 
                                                          
28http://dispenda.polmankab.go.id/diakses pada tanggal 13 Januari 2015, Pukul 17:20 WITA. 
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2. Fungsi Tugas Pokok Dinas Pendapatan dan Perizinan 
Kabupaten Polewali Mandar 
Tugas Pokok Dinas Pendapatan dan Perizinan yaitu 
melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang 
pendapatan dan Perizinan yang menjadi tanggung jawabnya dan 
tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah. 
Dalam Melaksanakan tugas Pokok Dinas Pendapatan dan  
Perizinan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kota Polewali Mandar dibidang Pendapatan dan Perizinan 
meliputi Pajak, Retribusi dan pendapatan lain-lain serta 
pembukuan dan Pelaporan. 
b. Penyusunan Rencana Program dibidang Pendapatan dan 
Perizinan meliputi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain 
serta pembukuan dan Pelaporan. 
c. Pelaksanaan Pengendalian dan penangan teknis operasional 
dibidang Pendapatan dan Perizinan  meliputi Pajak, Retribusi 
dan Pendapatan Lain-lain serta pembukuan dan pelaporan. 
d. Pemberian Perizinan dan Pelayanan Umum dibidang 
Pendapatan, Kesehatan, Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum 
Tata ruang dan Pemukiman, Pertanian tanaman Pangan dan 
Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi Usaha Mikro 
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Kecil dan Menengah, Kehutanan dan Perkebunan, Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perindustrian dan 
Perdagangan, Pertambangan Energi dan Mineral, 
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata 
dan Lingkungan Hidup. 
e. Pelaksanaan dan Pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas. 
f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati. 
 
3. Fungsi Tugas Pokok Bidang Pelayanan Perizinan Kabupaten 
Polewali Mandar29 
Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok 
merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
di Bidang Pelayanan Perizinan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan 
Perizinan mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di 
Bidang Pelayanan Perizinan; 
b. Penyusunan rencana dan program di Bidang Pelayanan 
Perizinan; 
c. Pelaksanaan program dan pembinaan di Bidang Pelayanan 
Perizinan; 
                                                          
29http://dispenda.polmankab.go.id/diakses pada tanggal 13 Januari 2015, Pukul 17:20 WITA. 
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d. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di 
Bidang Pelayanan Perizinan; 
e. Penyusunan laporan kegiatan di Bidang Pelayanan Perizinan; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait 
dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan dan 
Perizinan Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di jalan 
Manunggal nomor 11, Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah:30 
1. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kantor Dinas Pendapatan dan 
Perizinan. 
2. Wajib Pajak. 
Sampel dalam penelitian ini adalah: 
1. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kantor Dinas Pendapatan dan 
Perizinan Kabupaten Polewali Mandar 
a. Kepala seksi Pajak Daerah (1 Orang), Bapak H. Yusuf 
Maccing, S.Sos. 
b. Bagian Pendataan dan Pelayanan (1 Orang), Bapak Andi, 
S.Sos. 
c. Bagian Penilaian dan Pemeriksaan (1 Orang), Bapak Arfan 
Tahir, S.Stp, M.Adm, KP. 
                                                          
30 Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. CV Alfabeta: Jakarta. 2003. 
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d. Bagian Bagian Penerimaan dan Penagihan (1 Orang), Bapak 
Gazali, S.Sos. 
2. Wajib Pajak yang berjumlah 9 orang yang berdomisili di 
Kabupaten Polewali Mandar yaitu: 
a. H. Darwis Muin, S.P. 
b. Muhammad Iqbal, S.H. 
c. Arsyad Aiman, S.Pd. 
d. Andi Tenriawaru, S.Pd. 
e. Chandra Wardana, S.H. 
f. Hj. Minawati. 
g. Abdullah Rais. 
h. Mukhsin Ali. 
i. Wahyuddin. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan 
dalam penulisan ini, maka data yang diperoleh digolongkan ke dalam 
dua jenis yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh 
melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan 
metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam 
penulisan ini, data yang akan diperoleh. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 
relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui 
perpustakaan atau dokumentasi pada instansi yang terkait. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis dituangkan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif31 yaitu menggambarkan serta menguraikan 
secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan 
yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci 
yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau 
rumusan masalah yang diteliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
31 Lexi Moeleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2001. Hal. 
15 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar 
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak 
Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang 
memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan 
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.32 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga 
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berwenang memungut Pajak 
Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah. 
Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam 
pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi 
dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, 
                                                          
32Lihat Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu 
dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat 
memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan 
sesuai dengan kemampuannya.33 
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar dengan 
melakukan prosedur pemungutan yang terdiri atas beberapa kegiatan 
yaitu: 
1. Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
a. Pendaftaran dan pendataan Pajak  
Pendaftaran dan pendataan objek PBB dilakukan oleh 
subyek pajak dengan cara mengambil formulir Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)34 yang merupakan 
sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak 
yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi 
dan Bangunan yang terutang dan dapat diambil secara gratis di 
Kantor Dinas Perizinan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar atau tempat lain yang ditunjuk. Untuk 
                                                          
33Opcit 
34Lihat Pasal 11 Ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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pendaftaran SPOP Kabupaten Polewali Mandar belum dapat di 
akses (diisi) secara online melalui teknologi internet, akan 
tetapi masih menggunakan sistem manual.35 
Formulir SPOP tersebut di isi secara jelas, benar, dan 
lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Bupati, 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 
diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.36 
Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap 
adalah:37 
1) Jelas, berarti penulisan data dalam SPOP dibuat 
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir 
yang dapat merugikan daerah maupun Wajib Pajak sendiri. 
2) Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau 
bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya 
sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang tertera pada 
SPOP. 
Hasil dari SPOP itu Dispenda Kabupaten Polman, 
kemudian menerbitkan SPPT mengenai besarnya pajak yang 
harus dibayar oleh wajib pajak. SPPT diisi oleh petugas pajak, 
                                                          
35Hasil wawancara dengan Bapak Andi, S.Sos, Bagian Pendataan dan Pelayanan Pada Kantor Dinas 
Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar Pada tanggal 4 April 2016 
36Lihat Pasal 11 Ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
37Lihat Penjelasan Pasal 11 Ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 
2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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kemudian diberikan kepada wajib pajak. SPPT ini digunakan 
untuk memberitahukan pada wajib pajak tentang pengenaan 
PBBP2 yang didalamnya berisikan antara lain nama serta 
alamat Wajib Pajak, data mengenai Objek Pajak, besarnya 
pajak terutang tempat pembayaran, dan jatuh tempo 
pembayaran.38 
Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan kegiatan 
pelayanan pendaftaran pada Dispenda Kabupaten Polman 
dapat dilihat sebagai berikut:39 
1) Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek 
pajak baru ke Dispenda Kabupaten Polman. 
2) Petugas penerima berkas meneliti kelengkapan persyaratan 
permohonan pendaftaran objek pajak baru. Dalam hal 
berkas permohonan pendaftaran sudah lengkap, petugas 
akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada 
wajib pajak, dan meneruskan kepada petugas pendaftaran; 
3) Petugas pendaftaran meneruskan berkas permohonan 
pendaftaran kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk 
dilakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan; 
4) Pejabat Fungsional Penilai menerima berkas permohonan 
pendaftaran, melakukan penelitian kantor dan/atau 
                                                          
38Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
39Hasil wawancara dengan Bapak H. Yusuf Maeeing, S.Sos, Kepala Seksi Pajak Daerah Pada Kantor 
Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar Pada tanggal 4 April 2016 
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penelitian lapangan, dan membuat konsep berita acara 
penelitian; 
5) Pejabat yang  menangani  pendaftaran  mempelajari  dan  
memaraf  konsep  berita acara penelitian, kemudian 
menyampaikan kepada pejabat terkait yang berwenang 
menetapkan berita acara penelitian; 
6) Pejabat terkait mereview, menetapkan dan menandatangani 
berita acara penelitian, kemudian menyampaikan kepada 
pejabat yang menangani pemutakhiran data dan 
selanjutnya menugaskan petugas terkait untuk melakukan 
proses tersebut; 
7) Petugas terkait  melakukan  pemutakhiran  data,  
perekaman  data  SPOP/LSPOP, mencetak  Daftar  Hasil  
Rekaman  (DHR),  melakukan  pencocokan  antara  
SPOP/LSPOP dan DHR, dan men-generate produk 
keluaran (spooling SPPT, DHKP dan STTS) serta 
meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada 
pejabat terkait untuk dicetak dalam bentuk konsep produk 
hukum; 
8) Pejabat terkait  menyetujui  dan  memaraf  konsep  produk  
hukum,  kemudian menyampaikan  kepada  Kepala  
Dispenda  atau  pejabat  lainnya  yang ditunjuk;  
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9) Kepala  Dispenda  atau  pejabat  lainnya  yang  ditunjuk  
mereview, menetapkan, dan menandatangani produk 
hukum tersebut. 
Tahapan kegiatan pendataan pada Dispenda Kabupaten 
Polman dapat dilihat sebagai berikut:40 
1) Tahap Pekerjaan Persiapan 
a) Penelitian pendahuluan; 
b) Penyusunan Rencana Kerja; 
c) Pembentukan Organisasi Pelaksana; 
d) Pengadaan Sketsa, Peta Desa/Kelurahan, dan Sarana 
Pendukung Lainnya; 
e) Pembuatan Konsep Sket/Peta Desa/Kelurahan; 
f) Pembuatan Konsep Sketsa/Peta ZNT; 
g) Penyusunan DBKB; 
h) Koordinasi dengan pemda sekitar dan instansi lainnya; 
i) Sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan 
pendataan objek dan wajib; 
2) Tahap Pekerjaan Lapangan 
a) Pengumpulan Data Objek dan Subjek Pajak serta 
Pemberian Nomor Objek Pajak; 
- Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
pengembalian SPOP; 
                                                          
40Hasil wawancara dengan Bapak Andi, S.Sos, Bagian Pendataan dan Pelayanan Pada Kantor Dinas 
Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar Pada tanggal 4 April 2016 
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- Pendataan dengan identifikasi objek pajak; 
- Pendataan dengan verifikasi data objek pajak; 
- Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak; 
b) Penyerahan dan penelitian hasil pekerjaan lapangan. 
3) Tahapan Pekerjaan Kantoran 
a) Penelitian Data Masukan; 
b) Pembendelan SPOP dan formulir-formulir data pasar; 
c) Perekaman Data; 
d) Pengawasan Kualitas Data; 
e) Penyimpanan Bendel; 
f) Pembuatan dan Penyimpanan Sketsa/Peta; 
g) Pemutakhiran Data; 
h) Produk Keluaran 
Dalam pengembalian SPOP, wajib pajak harus 
melampirkan bukti-bukti pendukung seperti:41 
1) Sketsa atau denah objek pajak; 
2) Fotokopi KTP dan NPWP (bagi yang mempunyai  NPWP); 
3) Fotokopi sertifikat tanah; 
4) Fotokopi akta jual beli tanah.  
 
 
                                                          
41Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Tahir, S.Stp, M.Adm, KP, Bagian Penilaian dan 
Pemeriksaan Pada Kantor Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar Pada 
tanggal 4 April 2016 
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b. Penetapan Pajak 
Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT. (Bupati dapat 
mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: 
1) Apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur 
secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam 
Surat Teguran; dan 
2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari 
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak. 
2. Pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan42 
Adapun dasar pengenaan tarif Pajak oleh Dinas Pendapatan 
dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah 
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dimana penetapan Nilai Jual 
Obyek Pajak (NJOP)ini dapat dilakukan dengan:43 
a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah 
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek 
pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak 
                                                          
42Lihat Pasal 6Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 Tentang  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
43Lihat Pasal 6 Ayat 1 Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 
tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya 
sama dan telah diketahui harga jualnya; 
b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek 
tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan 
penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; 
c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada 
hasil produksi objek pajak tersebut. 
Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagaimana 
dimaksud di atas ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. Dalam hal terjadi perkembangan 
pembangunan yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Obyek 
Pajak (NJOP) yang cukup besar, maka penetapan Nilai Jual 
Obyek Pajak (NJOP) dapat ditetapkan setahun sekali yang 
dilakukan oleh Bupati.44 
 
 
 
                                                          
44Lihat Pasal 6 Ayat 2 dan 3 Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:45 
a. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,1% (nol 
koma satu persen) per tahun. 
b. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) diatas Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,1% (nol 
koma satu persen) pertahun.46 
Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di 
atas dengan dasar pengenaan Nilai Objek Pajak (NJOP) setelah 
dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).47 
Adapun yang termasuk Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP)yaitu:48 
a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan; 
                                                          
45Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
46Lihat Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2014 
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
47Lihat Pasal 8, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 Tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
48Lihat Pasal 3 Ayat 3 dan 4, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh 
desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;49 
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional 
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  
Adapun besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 
setiap Wajib Pajak. 
Contoh:50 
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:  
- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000,-/m2; 
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m2; 
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m2; 
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m 
dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m2.  
 
                                                          
49Lihat Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2014 
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
50Lihat Pasal 8 Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 
2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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Maka, besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai 
berikut:  
a. NJOP Bumi :  
- 800 x Rp. 300.000,00                           = Rp. 240.000.000,00 
b. NJOP Bangunan :  
- Rumah & garasi 400 x Rp. 350.000,00 = Rp. 140.000.000,00 
- Taman 200 x Rp. 50.000,00                 = Rp. 10.000.000,00  
- Pagar (120x1,5)xRp.175.000,00           = Rp. 31.500.000,00 
Total NJOP Bangunan                         = Rp. 181.500.000,00  
Jadi Total NJOP Bumi dan Bangunan  =Rp.  421.500.000,00 
NJOPTKP                                            = Rp. 10.000.000,00 
c. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak adalah: 
NJOP Bumi & Bangunan – NJOPTKP     = Rp.411.500.000,00 
d. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 % 
e. Maka Pajak Bumi dan Bangunan terutang adalah:  
0,1% x Rp. 411.500.000,00 = Rp. 823.000,00 
Pajak terutang tersebut dipungut diwilayah daerah, dalam 
hal ini adalah wilayah daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan 
masa tahun pajak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, 
dimana saat untuk menentukan pajak yang terutang adalah 
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menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari pada tahun 
kalender tersebut.51 
Contoh :  
a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2015 berupa tanah dan 
bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2015 bangunannya 
dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan 
keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari 2015, yaitu 
keadaan sebelum bangunan dibongkar. 
b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2015 berupa sebidang 
tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Mei 2015 
dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah 
berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 
2015 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada 
tanggal 1 Januari 2015, sedangkan bangunannya baru akan 
dikenakan pada tahun 2016. 
Berikut ini daftar tabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar 
berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar antara tahun 2010-2015. 
 
 
 
 
                                                          
51Lihat Pasal 10, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 Tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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Tabel 1. Daftar Realisasi PBBP2 Tahun 2010 S/D 2015 
Kabupaten Polewali Mandar 
 
No Tahun Target 
Penetapan 
Realisasi 
Jumlah Total 
(Rp) 
% Sisa 
1 2010 3.830.500.038 2.962.763.443 77.35 867.736.915 
2 2011 3.924.548.205 3.016.324.195 76.86 908.224.010 
3 2012 4.001.705.801 3.186.452.900 79.63 815.252.091 
4 2013 5.057.393.532 3.643.564.999 72.04 1.413.828.533 
5 2014 5.122.035.737 4.004.940.374 78.19 1.117.095.363 
6 2015 5.160.872.121 3.857.089.916 74.74 1.303.782.205 
JUMLAH 27.097.055.034 20.671.135.917 76.29 6.425.919.117 
Sumber Data: Camat se Kabupaten Polewali Mandar 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten 
Polewali Mandar berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar antara 
tahun 2010-2015 telah dicapai di atas rata-rata akan tetapi belum 
secara maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan yang 
nantinya akan dibahas pada bab selanjutnya.  
Realisasi tertinggi PBBP2 terlihat di Tahun 2012 dimana 
target penetapan ditetapkan sebesar Rp. 4.001.705.801,- oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat 
merealisasikan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 
3.186.452.900,- atau sekitar 79.63% pencapaian dari target yang 
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ditetapkan dengan sisa Rp. 815.252.091 yang belum 
terealisasikan.52 
Realisasi terendah PBBP2 terlihat di Tahun 2013 dimana 
target penetapan ditetapkan sebesar Rp. 5.057.393.532,- oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat 
merealisasikan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 
3.643.564.999,- atau sekitar 72.04% pencapaian dari target yang 
ditetapkan dengan sisa Rp. 1.413.828.533,- yang belum 
terealisasikan. 
Pada tabel tersebut Nampak jelas bahwa realisasi jumlah 
total dari yang ditetapkan hamper terwujud sepenuhnya, sudah di 
atas rata-rata target. ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pendaftaran PBBP2 di Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun 
waktu 5 Tahun terakhir telah menghasilkan kinerja yang cukup 
maksimal dan sesuai dengan Perda yang ada. Hanya saja masih 
belum bisa memberikan 100% hasil sempurna karena beberapa 
kendala, baik itu bersifat teknis maupun non teknis.53 
 
 
 
 
                                                          
52Hasil wawancara dengan Bapak Andi, S.Sos, Bagian Pendataan dan Pelayanan Pada Kantor Dinas 
Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar Pada tanggal 4 April 2016 
53Hasil wawancara dengan Bapak Andi, S.Sos, Bagian Pendataan dan Pelayanan Pada Kantor Dinas 
Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar Pada tanggal 4 April 2016 
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3. Pemungutan Pajak 
Tata cara pemungutan menurut Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar yaitu:54 
a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  
b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang   
berdasarkan SPPT atau SKPD.  
Adapun tata cara penerbitan SPPT, SKPD, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati.55Dimana dalam prosesnya ada 2 yaitu:56 
a. Wajib pajak datang secara langsung ke Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 
b. Dari kecamatan memberikan kewenangan ke aparat kelurahan 
atau kepala lingkungan dan selanjutnya kepala lingkungan 
memberikan kepercayaan kepada kolektor. Kolektor yang 
ditunjuk inilah yang nantinya akan mendatangi setiap rumah 
warga untuk pembayaran. Setelah selesai dan rampung, 
kolektor menyetor ke Dinas Pendapatan Daerah.  
 
 
                                                          
54Lihat Pasal 13, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 Tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
55Lihat Pasal 14, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2013 Tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
56Hasil wawancara dengan Bapak Gazali, Bagian Penerimaan dan Penagihan Pada Kantor Dinas 
Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar Pada tanggal 4 April 2016 
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4. Surat Tagihan Pajak 
Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib 
pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, 
memperingatkan,melaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan 
dan menjual barang sitaan melalui pelelangan. 
Surat Tagihan Pajak di Kabupaten Polman diterbitkan oleh 
bupati, bilamana jika:57 
a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. Dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran 
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda: 
1) Jumlah kekurangan pajak  terutang dalam STPD, ditambah 
dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) 
bulan sejak saat terutangnya pajak.58 
2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda 
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sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui 
STPD.59 
Contoh: 
SPPT/SKPD tahun 2015 diterima wajib pajak pada 
tanggal 1 Maret 2015 dengan jumlah pajak terhutang 
sebesar Rp. 500.000,00. PBBP2 terutang sampai dengan 
jatuh tempo 31 Agustus 2015 belum dilakukan pembayaran 
oleh wajib pajak, maka atas hal tersebut kepala 
daerah/pejabat yang ditunjuk pembayaran, penagihan, 
pengurangan, dan pelayanan PBBP2 lainnya. 
a) Menerbitkan STPD PBBP2 pada tanggal 5 September 
2015 sebesar:Pajak Pokok + denda Administrasi = Rp. 
500.000,00 + (1 bl x 2% x Rp. 500.000,00) = Rp. 
500.000,00 + Rp. 10.000,00 = Rp. 510.000,00. 
b) Menerbitkan STPD PBBP2 pada tanggal 5 November 
2016 sebesar: Pajak Pokok + denda Administrasi = Rp. 
500.000,00 + (15 bl x 2%x Rp500.000,00) = Rp. 
500.000,00 + Rp. 150.000,00 = Rp. 750.000,00. 
c) Menerbitkan STPD  PBBP2 pada tanggal 5 Februari 
2017 sebesar: Pajak Pokok + denda Administrasi = Rp. 
500.000,00 + (15 bl x 2%x Rp. 500.000,00) = Rp. 
500.000,00 + Rp.150.000,00 = Rp. 750.000,00. 
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Walaupun keterlambatan melampaui 15 bulan, denda 
maksimum yang dapat dikenakan adalah untuk periode 
15 bulan. 
5. Pembayaran dan Penangihan 
a. Tata cara pembayaran:60 
1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi 
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya 
SPPT oleh wajib pajak. 
2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 
dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 
3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak 
dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang 
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 
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4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan. 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
b. Tata cara penagihan61 
1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh 
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 
2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Tabel 2. Tahap pelaksanaan penagihan PBBP2 oleh 
Dinas Perizinan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar 
 
No Jenis tindakan Alasan Waktu pelaksanaan 
1 Penerbitan Surat 
Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat 
lain yang sejenis 
Wajib pajak tidak 
melunasi utang 
pajaknya sampai 
dengan jatuh tempo 
Setelah 7 (tujuh) hari 
sejak saat jatuh tempo 
2 Penerbitan Surat 
Paksa 
Wajib pajak tidak 
melunasi utang 
pajaknya dan 
kepadanya telah 
diterbitkan Surat 
Teguran atau surat 
lain yang sejenis 
Sesudah lewat 21 (dua  
puluh satu) hari sejak  
diterbitkannya Surat  
Teguran atau Surat  
Peringatan atau Surat 
yang sejenis 
3 Penerbitan Surat 
Perintah melakukan 
Wajib pajak tidak 
melunasi utang 
pajaknya dan 
kepadanya telah 
diterbitkan dan 
diberitahukan Surat  
Paksa 
Setelah lewat 2x24  
jam sejak surat Paksa  
diberitahukan kepada 
Wajib Pajak 
 
4 Pengumuman lelang Setelah pelaksanaan  
penyitaan Wajib 
Pajak tidak juga 
melunasi utang  
pajaknya 
Setelah lewat 14 
(empat belas) hari 
sejak tanggal 
pelaksanaan penyitaan 
5 Penjualan/pelelangan  
barang 
 
Setelah pengumuman  
lelang ternyata  
penanggung jawab 
tidak juga melunasi 
utangnya 
Setelah lewat waktu 14  
(empat belas) hari 
sejak pengumuman 
lelang 
Sumber: Data dari Dispenda Polman 
 
Berdasarkan tabel di atas kita melihat bahwa 
penagihan aktif dilakukan apabila setelah 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal jatuh tempo STPD, belum dilakukan 
pembayaran PBBP2. Jadwal penagihan aktif adalah 
sebagai berikut:62 
a) Penerbitan  surat  teguran  sebagai  langkah  awal  dari  
tindakan  pelaksanaan penagihan  pajak  dikeluarkan  
setelah  7  (tujuh)  hari  sejak  saat  jatuh  tempo 
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pembayaran STPD PBB-P2/ SK Pembetulan, SK 
Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah. 
b) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar 
tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak 
diterimanya surat teguran maka segera diterbitkan surat 
paksa. 
c) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar 
tidak dilunasi setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak 
diterimanya surat paksa maka segera diterbitkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan. 
d) Penjualan barang sitaan secara lelang dilakukan dalam 
jangka waktu berikut: 
- Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih 
harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 
hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka 
segera dilaksanakan pengumuman lelang; dan 
- Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang 
masih harus dibayar  tidak dilunasi setelah lewat 
waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan  penyitaan, 
segera dilakukan penjualan, penggunaan dan atau 
pemindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan 
dari penjualan secara lelang. 
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6. Keberatan dan Banding 
a. Keberatan 
Apabila terjadi kesalahan, wajib pajak berhak untuk 
mengajukan keberatan. Adapun syarat pengajuan keberatan:63 
1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT dan 
SKPD. 
2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika wajib pajak 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 
Pajak. 
5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada poin 1-4 tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 
6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman 
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Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda 
bukti penerimaan Surat Keberatan.  
Tambahan untuk pengajuan keberatan:64 
1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus 
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 
2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya pajak yang terutang. 
3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1 
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
b. Banding 
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
wajib pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan 
keberatan kepada Pengadilan Pajak, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Adapun syarat pengajuan banding:65 
1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 
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2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada poin 1 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan 
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut. 
3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Putusan Banding. 
Penyelesaian banding:66 
1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat bulan). 
2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada poin 1 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKPDLB. 
3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) sebagaimana dimaksud pada poin 3 tidak 
dikenakan. 
5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 
7. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan 
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif 
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah.67 
Bupati dapat:68 
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa 
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal 
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sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya; 
b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, yang tidak 
benar; 
c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara 
yang ditentukan; 
e. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang 
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain 
yang luar biasa. 
f. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi 
tertentu objek pajak. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud di atas diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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8. Kadaluwarsa Penagihan69 
a. Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
b. Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
poin a tertangguh apabila :  
1) Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau 
2) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung 
maupun tidak langsung.  
c. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada poin b angka 1, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 
d. Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada poin 2 angka 2 adalah Wajib Pajak dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
e. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada poin b angka 2 dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.  
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Ketentuan lain mengenai kadaluwarsa penagihan yaitu:70 
a. Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
b. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 
Daerah yang sudah kadaluwarsa. 
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 
piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati 
 
B. Faktor-faktor Penghambat dan upaya peningkatannya pada 
pelaksanaan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar 
Secara administrasi dalam melakukan pendaftaran PBBP2 di 
sektor perdesaan dan perkotaan Dinas Pendapatan Kabupaten 
Polman masih terdapat kendala atau hambatan yang terjadi, sehingga 
dapat mempengaruhi adanya hasil penerimaan PBBP2. Setiap 
prosedur pasti ada baik dan buruknya, demikian juga sistem yang 
diterapkan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.   
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Ada beberapa faktor permasalahan mendasar yang ditemui 
dalam pelaksanaan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1. Petugas lapangan belum memahami prosedur pelimpahan dari 
pusat ke daerah. 
Pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendaftaran 
Objek Pajak yang mana petugas harus memahami prosedur-
prosedur yang ada. 
Maka solusi yang akan diambil Dinas Pendapatan 
Kabupaten Polman dengan melakukan penyuluhan, loka karya, 
seminar, dan lain-lain sehubungan dengan pajak ke daerah yang 
mengikuti prosedur-prosedur yang ada.71 
 
2. Petugas lapangan mempersulit pelayanan pendaftaran wajib 
pajak. 
Dalam pelayanan pendaftaran PBBP2 terdapat masalah 
keberatan. Untuk mengatasi masalah seperti itu ialah dengan tidak 
mempersulit wajib pajak dalam melakukan pendaftran objek pajak 
mereka. 
3. Terbatasnya sarana dan prasarana. 
Hal ini berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan 
pendaftaran, kurangnya kemudahan fasilitas atau sulitnya 
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prosedur-prosedur menyebabkan masyarakat enggan untuk 
memproses dan  akibatnya mereka tidak memenuhi kewajibannya. 
Seperti yang di alami oleh seorang wajib pajak yang merasa 
enggan untuk mendatangi Kantor Dinas Pendapatan dan Perizinan 
Daerah karena harus melakukan pendaftaran secara manual. 
Solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Kabupaten Polman yaitu dengan segera menerapkan system 
pendaftaran online untuk wilayah Kabupaten Polman sehingga 
lebih memudahkan para pihak.72 
 
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak mendaftarkan objek pajak.  
Ada beberapa wajib pajak yang tidak mendaftrakan objek 
pajak mereka dengan berbagai alasan. 
Solusi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Kabupaten Polman yaitu dengan mengadakan penyuluhan, 
pemberian peringatan lewat media masa, kolektor mendatangi 
ulang kediaman wajib pajak. 
5. Masyarakat belum memahami fungsi pajak. 
Hal ini menjadi faktor penghambat tersendiri sehingga  
mereka  enggan  untuk memenuhi kewajibannya. Keengganan ini 
lebih disebabkan oleh karena masyarakat belum  mengerti  benar  
mengenai  pentingnya  fungsi  pajak,  terlebih  lagi  apabila 
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masyarakat tidak atau belum merasakan secara langsung hasil 
dari pajak yang mereka  bayar. Ketimpangan  pembangunan  yang  
dirasakan  oleh  masyarakat dipelosok  negeri  menjadikan  
resistensi  tersendiri  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan.73 
Solusi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Kabupaten Polman yaitu dengan mengadakan penyuluhan, 
pemberitahuan lewat media masa dan petugas mendatangi 
langsung kediaman wajib pajak untuk memberikan pengertian 
mengenai pentingnya  pajak.74 
6. Tarifnya terlalu besar 
Dalam pendaftaran objek pajak tentu ada kaitannya dengan tarif 
pajak. Berbicara tentang besarnya tarif pajak merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi penghambatan pendaftaran objek pajak. 
Alasannya dari tahun ke tahun tarifnya semakin besar.  
Seperti yang di alami oleh wajib pajak yang penulis wawancarai 
dengan posisi kasus kenaikan tarif dari tahun sebelumnya. 
Solusi yang di ambil oleh Dinas Pendapatan dan Perizinan 
Kabupaten Polewali Mandar dengan mengeluarkan surat teguran 
kepada wajib pajak. 
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Adapun upaya secara garis besar untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk menanggulangi hambatan tersebut 
yaitu; 
1. Cara intensifikasi 
Cara intensifikasi yaitu melakukan pendaftaran secara efektif 
dan efisien pada objek dan subjek PBB-P2 yang sudah ada 
misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, 
peningkatan  pengawasan  dan  pelayanan  serta  melibatkan  
unsur-unsur pemerintahan sampai tingkat Desa/Kelurahan atau 
RT/RW jika perlu. 
2. Cara ekstensifikasi 
Cara ekstensifikasi yaitu dengan melakukan  usaha-usaha  
untuk  menjaring  wajib  pajak  baru  melalui pendataan  dan  
pendaftaran  baru.  Bukan  tidak  mungkin  bahwa  perkembangan  
wilayah menyebabkan perubahan kondisi objek pajak sehingga 
terjadi peningkatan Nilai Jual Objek Pajak. Kondisi tersebut harus 
ditangkap oleh petugas pajak dengan cara secara proaktif 
melakukan pendataan ulang dan/atau pendataan baru agar 
penerimaan dapat bertambah. 
Dikaitkan dengan peningkatan upaya di atas, apabila PBBP2 
disuatu daerah termasuk dalam:75 
                                                          
75http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2.pd 
diakses Pada tanggal 12 Mei 2015 Pukul 14.12 WITA 
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1. Kategori prima, maka kebijakan perpajakan yang telah diterapkan 
pada tahun-tahun sebelumnya (termasuk saat PBBP2 dikelola 
oleh Dinas Pendapatan Daerah) dapat tetap digunakan dengan 
mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap 
penerimaan daerah. 
2. Jika termasuk penerimaan yang potensial, maka upaya yang perlu 
dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari objek-
objek yang telah ada sehingga terjadi  pertumbuhan  penerimaan. 
3. Untuk klasifikasi berkembang, upaya peningkatan yang dilakukan 
adalah dengan menggali sumber-sumber baru dengan cara 
melakukan pendataan baru atau dengan menyesuaikan NJOP 
yang sudah terlalu lama tidak mengalami penyesuaian. 
4. Jika PBBP2 dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya 
peningkatannya dilakukan dengan melakukan pendataan ulang, 
merestrukrisasi kebijakan tarif dan penyesuaian kembali NJOP. 
Tentu saja hal-hal tersebut disandingkan dengan kemampuan 
masyarakat untuk membayar pajaknya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan pendaftaran Objek PBBP2 di Kabupaten Polewali 
Mandar sudah mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang ada 
dan sudah sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, yang mana dalam kegiatannya 
meliputi:Penentuan Objek PBBP2 (Pendaftaran dan pendataan 
Pajak, dan Penetapan Pajak), Pengenaan tarif PBBP2, 
Pemungutan PBBP2, Surat tagihan PBBP2, Pembayaran dan 
Penagihan PBBP2, Keberatan dan Banding PBBP2, dan 
Kadaluwarsa PBBP2. 
2. Faktor-faktor Penghambat pelaksanaan pendaftaran Objek PBBP2 
di Kabupaten Polewali Mandar yaitu; Faktor positifnya (1) Petugas 
lapangan belum memahami prosedur pelimpahan dari pusat ke 
daerah, (2) Petugas lapangan mempersulit pelayanan pendaftaran 
wajib pajak, (3) Terbatasnya sarana dan prasarana,dan faktor 
negative (1) Kurangnya kesadaran wajib pajak mendaftarkan objek 
pajak, (2) Masyarakat belum memahami fungsi pajak, dan (3) Tarif 
pajak terlalu besar . Adapun upaya peningkatan pelaksanaan 
pendaftaran Objek PBBP2 di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 
cara intensifikasi berupa melakukan perhitungan potensi, 
penyuluhan, peningkatan  pengawasan  dan  pelayanan  serta  
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melibatkan  unsur-unsur pemerintahan sampai tingkat 
Desa/Kelurahan atau RT/RW jika perlu. Dan cara ekstensifikasi 
yaitu dengan melakukan  usaha-usaha  untuk  menjaring  wajib  
pajak  baru  melalui pendataan  dan  pendaftaran  baru.  
B. Saran 
1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prosedur 
pendaftaran PBBP2 yang benar terhadap pajak dan sistem 
perpajakannya serta peraturan dan perundang-undangan 
hendaknya diadakan program penyuluhan atau penataran atau 
seminar perpajakan yang terjadwal secara rutin oleh Dinas 
Pendapatan Daerah pada setiap wilayah kerja di Kabupaten 
Polman. 
2. Untuk mengatasi tunggakan-tunggakan, diharapkan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Polman harus aktif melakukan monitoring 
kepada masyarakat tentang hasil penerimaan PBBP2 serta 
melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Polman 
tentang pengelolaan dan hasil penerimaan PBBP2 secara rutin. 
3. Peningkatan kualitas data maupun informasi tentang PBBP2, 
harus dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan dengan 
melakukan sosialisasi ke tempat kelurahan atau desa yang ada 
diwilayah Kabupaten Polewali Mandar. 
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